
• 

i\ 
,-1 APR 2004 

U\PORAN PEN8JTIAN 
OIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TAHUN ANGGARAN 2000 

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMAATAS 
PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META) 

SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN 
USAHAKECIL 

Peneliti : 

GIANTO AL IMRON SM. 
FlFI JUNITA. SII .• eN . 

• 

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Dihiayai olch : DlK Rutin Uni versitas Airlanngga 2000 
Nomor SK. Rektor 4935IJ03IPG12000 

• 

Nomor Urut : 08 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Desember. 2000 

--



,JtJ2Il> 017° 101,/1 

---



CotIT~AC. rs 

lAPORAN PENEUTlAN 
DlK RUTIN UNIVERSITAS AlRLANGGA 

TAHUN ANGGARAN 2000 

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMAATAS 
PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A META) 

SEBAGAIUPAYAPEMBERDAYAAN 
USAHAKECIL 

Peneliti : 

GIANTO AL IMRON, SHe 
FIFI JUNITA, SH.,eN. 

ICf-S 

I<f::. - 21?> 

34(,. 02-

Trr,r 
" 
~ 

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Dibiayai oleh : DIK Rutin Universitas Airlanngga 2000 
Nomor SK. Rektor 49351J03IPG/2000 

Nomor Urut : 08 

3t5?f7J {; 110/ b IV I 

FAKUL TAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Desember. 2000 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UN IVERSITAS AIRLANGGA 

LEMBAGA PENELITIAN 
L. I'u.sl it I'~mbangull a.n Rfl:i0l1 ~1 S. "u5111 r~nl:rlllha.tlgan Gil; (5995720) ? l'u51i1 KtlX'ududukan dan 
2. l' uslll Obal Tradislonar 6. " us lit/Studi Wllulla (5995722) l'tombangunan (5995719) 
J. l'usUt Pt'lIj:flllhangan f1Uklll" (5923584) 1. r usH! OIRh Ibg. 10. l'u$1II1 Kcsthll.,an RflIroduksi 

. 4. !'us lit Liuglu"!l:an IIIdup {S!l9571111 8. I'U$Ut 1U~II~ rGI 

'Kamptis C; Uniir::H. MUJ)-orejo Surabaya 60115 Telp . (031) 5995246, 599S'm . 5995247 Fax . (031) 5995246 . , . 
E-mail : Ipunai r@rnd.ncL id • hnp:llwww.geocilies.com/AlhcnsIOlympusf6223 

IDENTITAS DAN PENGt: SAHAN 
LA I'ORAN AKH1R HASIL PENELITIAN 

I. <1 . Judul PClIclitiall Aspck Hukulll Pcrjanjian Kcrjas,l1lm (CONTO A 
META) Scbagai Sarana Pcmbcrdayaan Industri 
Kecil 

b. Macam Pcnclil i,in ,. . . '7: ', ... '· 
~ .. 

) Funda mental. (V) Terapan. ( ) Pengembangan 

c. Katagori Pcnelitian 

2. Kcpala Proyck Penclitian 
a. Nama LCll gkap dan Gclar 
b. Jcnis Kclamin 
c. PangkatiGolongan dan NIP 
d. Jabatan Sckarang 
c. Fakultas/Puslit/Jurusan 
f. Univ.llnsl. /Akademi 
g. Bidang 11l1lll Yang Di tcl iti 

3. JUIll Iah Tim Peneliti 
4. Lokasi Penc lit.i~ 1l .' . 
5. Keljasama dengan' lnstansi Lain 

a. Nama Instansi 
b. A I a mat 

6. Jangka Waktll PencJitian 
7. Biaya Yang Diperiuk • .IIl 
8. Scminar Hasil Pcnclitian 

a. Dilaksnnakan Tanggal 

) 1 (V) II 

Gianto AI In1l"011. SJ-I 
Laki -Laki 
Penala Muda/ Ilia 113.2205659 
Star Pcng~ar 
Hukum / Pcrduta 
Univcrsitas A irlnngga 
l-Iukulll Perdal<l '"' 
2 (Dua» orang 
Surabaya 

6 (enam) bulan 
Rp 3.000.000.00 

14 Desembcr 2000 

( ) 11 1 

b. Hasil Pcnc litian ( ) Boik Sckol i V) Ilnik 

'. 

( )Scdan g ) KUTan £. 

Surabaya. 14 Dcsclllbcr 2000 

"\.l:1il IOI t" • 

0). ;..':iTn>-~:.t.,. engctahui/Mcngcsahkan : 
(.".~. \ R- k -....a.ll. c ' tor • > 1 ~et\la LCll1ba ~J Pcnelitian. 

ct . I ::::---- -

, .. ,/ I! 
~~-d~ rof. Dr. 1-1 . ·armanu. M.S . ..f 

N IP. 13070 12, 



RINGKASAN 

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PRRHITUNGAN BERSAMA 

(CONTO A META) SEBAGAI UPAYA PEMBBRDAYAAN USAHA KECn. (Gianto 

AI Imron, Fiti Junita,1OO0, 23 halaman) 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pennasalahan (1) Bagaimanakah pengatunm dan 

pola kemitraan perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta), (2) 

Klausuia-klausula apakah yang terdapat di dalam perjanjian kerjasarna alas perllibmgan 

bersama (Conto A Meta). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan 

mengenai pengaturan dan pol a kemitraan perjaqjian keljasama alas perhitungan bersama 

(Conto A Meta) sebagai salah satu altematif pemberdayaan usaha keeil dan untuk 

menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai klausula-klausula yang 

terdapat di daJam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta). 

Penelitian ini adalah penelitian nonnatif dan pendekatan masalah dilakukan dengan earn 

yuridis nonnatit: yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan hukwn yang 

telah ditetapkan guna membahas pennasalahan yang ada secara deslaiptik analitik. Untuk 

memmjang ~ian terseb~ digunakan bahan-bahan hukum nonnatif yang terdiri atas bahan 

bukwn primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hokum primer berupa peraturan 

penmdang-lDldangan yang meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, dan Undang-Wldang Usaha 

Keeil, serta semua perangkat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi 
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pendulamgnya Sedangkan bahan hukwn sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah di 

bidang hukwn, laporan penelitian, jurnal-jurnal itmiah, khususnya yang berhubungan dengan 

peljanjian keljasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) dan pemberdayaan usaha 

kecil. Pengmnpulan bahan hokum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi 

secara laitis tmtuk selanjutnya diklasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang 

terumus dan tujuan dari penelitian ini. Terhadap bahan-bahan hukmn yang berhasil 

dikwnpulkan akan diperiksa kembaliI kelengkapan dan konsistensinya satu sarna lain 

kemudian disistematisir sesuai dengan pennasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum 

tersebut akan diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi 

melalui proses k1asifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk 

dianalisis. Analisis baban hukum dilakukan secara kualitatif. kemudian ditarik kesimpulan 

dengan menggunakan cara deskriptik analitik. 

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perJanJI8D Keljasama alas 

perbibmgan bersama (Conto A Meta) pada dasamya dikategorikan sebagai matschaap alas 

perhitungan untung rugi bersama sebagaimana diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 

pasal 1652 KUH perdata Hal ini didasarkan pada yurisprudensi di NegeJi Belanda, yaitu 

Rechtbank Haarlem tanggal 5 April 1927 W.1108, yang menyalakan bahwa : tindakan tmtuk 

perhitungan bersama (conto a meta) seperti halnya matschaap, sehingga hanya orang yang 

bertindaklah yang bertanggungjawab. heskiptm perjanjian kerjasama (Conto A Meta) pada 

asasnyahanyamempunyai "interne werking" (pengaruh ke dalam), dan tidak mengharuskan 

adanya keterbukaan (untuk umum), tetapi para pihaknya hendaknya diarahkan ke arab 

keterbukaan sebagai dasar tmtuk memenuhi kew~iban terhadap yang berw~ib, misalnya : 

kew~iban membayar p~ak. Perjanjian kerjasama alas perbitungan bersama (conto a meta) 



juga merupakan salah satu bentuk pola kemitraan sebagaimana diatur di dalam Undang

undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaba kecil. Umumnya, perjanjian kerjasama (conto a 

meta) memuat klausula-klausula sebagai berikut : 

a. Pihak-pihak dalam peIjanjian (parties); 

b. Penentuan mulai berlakunya dan jangka waktu berlakunya peIjanjian keIjasama atas 

perhitungan bersama (conto a meta); 

c. Perincian pemasukan modal oleb masing-masing pihak (parties); 

d Penentuan hale dan kewaj iban para pihak dan pengurusan; 

e. Penentuan cara pembukuan dan cara pembagian keuntungan; 

£ Klausula bahwa segala kerugian akibat keteledoranlkekuranghati-hatian salah satu 

pihak menjadi tanggungan pihak yang bersanglrutan; 

g. Penentuan tentang berakhimya perjanjian kerjasama alas perhitungan bersama (conto a 

meta); 

h. Penentuan barta kekayaan canto a meta biJamana dibubarkan; 

1. Ywisdiksi (jtrisdiction) yaitu pilihan tempat bersengketa yang ditentukan oIeh para 

pihak dengan tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara musyawarah mufaleat. 

Berdasar basil penelitian ini disarankan untuk (1) mengtayi lebih mendalam mengenai 

peJjanjian keJjasama atas perhinmgan bersama (canto a meta) sebagai salah satu altematif 

pemberdayaan usaha kecil, (2) bahwa datam membuat akta perjanjian kerjasama (conto a 

meta) barns dilihat dengan seksama apakah salah satu pihak sudah bersifat terbuka dalam 

arti semua persyaratan perizinan telah dipenuhi, guna pemenuhan kewajiban khususnya 

dalam rangka flscus (pembayanm pajak) mengingat daIam conto a meta memptmyai daya 

kerja ke datam (interne werking). 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan ke-hadirat Illahi yang stas rahmatnya, peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian mengenai ccAspek Hukum Perjanjian Kerjasama Atas 

Perbibmg~Bersama(Conto A Meta) Sebagai SaranaPemberdayaan UsahaKeeil". 

Dengan terbatasnya dana dan waktu yang tersedia, penelitian ini masih perlu 

ditindaklanjuti dengan peneJitian sejenis yang lebih mendaJam di masa mendatang. Adanya 

kritik dan saran guna penyempurnaan laporan penetitian ini sansat penetiti harapkan. 

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan pula penghargaan yang 

sebesar-besamya kepada semua pihak yang tetah menyumbangkan tenaga, pikiran serta 

duktmgan untuk penelitian ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada 

Rektor Universitas Airlangga dan Kepala Lembaga Penelitian Universitas Airl~ atas 

bantuan dana yang diberikan berupa pembiayan penelitian. 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan m8llpWl bagi upaya pengembangan perjanjian kerjasama atas perhibmgan 

bersama (Conto A Meta) sebagai salah satu aJtematif pemberdayaan usaha keeil 

merupakan salah satu penopang (sendi) perekonomian Indonesia 

Surabaya, November 2000 

Pmeliti 



DAFI'ARISI 

Halaman 

LEMBAR IDEN1ITAS DAN PENGESAHAN 

RmOKASAN ............................................................................................... . 
.. 
11 

KATA PEN'GANTAR ................................................................................... . 11J 

DAFTAR lSI .............................................................................................. .. IV 

BAB 1 P~AHULUAN ........................................................................ . 1 

1. Latsr Belakang Penelitian ....................................................... .. 1 

2. Runlusan Masalah ......................................................................... . 2 

BAB n 11NJAUAN PUSTAKA ............................................................. .. 4 

1. Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Bersama 

(Conto A Meta) ...................................................... .......... ......... 4 

2. Metode Pemberdayaan Usaha Kecil .5 

3. Perjanjian Kerjasama Atas Perhitungan Berssma 

(Conto a Meta) Sebagai Salah S8tuBentukPolaKemitraan ....... 7 

BAB ill TUmAN DAN MANFAAT PENELITIAN 12 

1. T~uan Penelitian .... .......... ............................................ ........ ..... 12 

2. Manfaat Penelitian ...................................................................... 12 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 13 

1. Pendekatan Masalah 13 

2. Somber Bahan Hokum 13 

3. Prosedur Pengwnpulan Bahan Hukum ..................................... 13 

4. Pengolaban Dan Analisis Bahan Hukum .................................... 14 

BAB V IiASILDANP~AllASAN .................................................. 15 



1. PENGATIJRAN TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA 

ATAS PERlD.11JNGAN BERSAMA 

[como A ~A] ........................................................... 15 

1.1. Landasan Hukum [DasarHukum] Pengaturan . 

Perjaqjian Kerjasama Atas Pernibmgan Bersama 

[Conto a Meta] ..... ........ .... ....... ..... ..... .... .......... ....... ..... 15 

1.2. Asas Keterbukaan [Untuk Umwn] Peljanjiwl KeJjasama 

Atas Perhitungan Bersama [Conto a Meta] ........................ 17 

2.KLAUSULA-KLAUSULA YANG TERDAPAT DALAM 

PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERIDTUNGAN 

BERSAMA [CONTO A META] ..................................... 19 

B.AB VI J{ESThlPUI..AN DAN SARJ\1-l .... ............................................. 23 

I. KesiJllpulan .............................................................................. 23 

2. S3f3Il ........ .... .............. ..... ........ ...... .......... .... ..... .......... .......... 24 

DAFrAR PUSTAKA .................................................................................... 26 



BAll I 

PKNDAHULUAN 

I. IATAR BRLAKANG PENELTIlAN 

Pcrtumbuhan ekonomi merupakan aspek pembangunan yang Bangat vitaJ 

mengingat pertumbuhan ekollomi menjadi paradigma yang mengedepan dalam proses 

pcmbangunan sualu bangsa Unluk mencapai sasaran pcrtwnbuhan ekonomi dan perluasan 

laprulgan kerja, diperJukan investasi sebesar Rp 660,1 trilyun se lama Repel ita VI dan 

dari jumlah tersebut sebesar 70 % diantaranya dilakukan dengan partisipas i pihak swasla 

(baik asing maupun domestik) elm} sisanya sebesar 30 % akan di sediakan oleh 

pemerintah (Menives. 1995 : 1) 

Peran swasta. domesfik ini tidak hanya melibatkall industri kelas atas saja, lelapi 

tennasuk pula induslri kecil (sekarang usaha kecil menuml Undang-undang Nomor 9 

Tahtm 1995 tcnlang Usaha Kec il). Usaha kecil mempunyai potensi. kedudukan dan 

penman yang sanga! penting dan strategis daJam mewujudkan tujuun pembangunan 

Ilas ional . Mcngingat melalui usaha kecil dap(lt memperhms lapangan kerja, mewuj lldkan 

pemerataan dan pellingkatlliJ pendapatan masyarakat, selia melldorong peliwnbuhan 

ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasiOimi khususnya di bidmlg ekonomi . Smlgat 

ironis bahwa selama ini di Indonesia, peranan usalla kec it dalam perekonomian nasionai 

nmsih cukup lemah. 

Menumt hasil survey Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) bahwa asset 300 

(t igaralus) konglomerat Indones ia mencapai Rp 227,3trilyun yaitu hampir 70 % dari 

Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat sekitar 200 (duaratus) konglomerat Indonesia 



meoguasai lebih kurang 80 % kehidupan ekonomi dan jmnlah uang yang beredar di 

Indonesi~ sedangkan usaha kecil hanya menywnbang 14 % dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000 : 53) Kondisi tersebut menunjukkan betapa 

lemahnyaposisi usahakecil di dalam perekonomian bangsaIndonesia 

Lemahnya posisi usaha kecil ini dapat disebabkan oleh f~1or ekstern berupa 

iklim usaha yang kurang kondusif yang menimbulkan persaingan tidak sehar, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai dan lemahnya pembinaan. Dan faktor intern adalah 

kelemahan di bidang pemasaran, pennodalan, penguasaan teklmologi, manajemen dan 

kemitraan (prawiranegara, 1993 : 6) Kendala demikian akan bertambah berat dalam 

menghadapi era globallisasi dimana persaingan semakin ketat dan perubahan selera 

konsumen yang semakin cepat pula 

Untuk ito diperlukan berbagai strategi (upaya) pemberdayaan usaha kecil 

melalui berbagai bentuk kerjasam~ tennasuk salah satunya adalah kerjasama atas 

perhihmgan bersama (Conto A Meta), dengan berdasarkan prinsip saling memerlukan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat 

saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing

masing pihak. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan maian tersebut diatas, maka pennasalahan di dalam penelitian 

ini adalah sebagai benkot : 

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian keJjasama atas perhitungan bersama (Conto A 

Meta) ? 

2 



2. Klausula-klausula apakah yang terdapat daIam peIjanjian keIjasama atas perhitungan 

bersama (Canto A Meta) 'I 

3 
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BAB n 

TlNJAUAN PUSTAKA 

1. PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHITUNGAN BERSAMA (CONTO A 

MBTA) 

Dalam praktek nasional maupun intemasional, kontrak-kontrak yang 

melandasi kerjasama untuk pengembangan dan perluasan bisnis sangat banyak 

macamnya, salah satunya termasuk perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama 

(Conto A Meta). Sebagai bentuk genus dari perjanjian (kontrak), maka untuk 

menjamin keabsahmmya barus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang 

dalam pasal 1320 KUH Perdata : Untuk sahnya soatu perjanjian diperlukan empat 

syarat, yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk 

membuat suatu perik~ (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat 

kesepakatan dan kecakapan berbuat merupakan syarat subyektif dari kontrak, dan tidak 

terpenuhinyakedua syarat tersebut akan mengakibatkan kontrak yang bersangkutan 

"dapat dibatalkan" ("vernietegbaar/voidable "). Sedangkan syarat adanya suatu hal 

tertentu dan soatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif; danjika tidak dipenuhi 

akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat "batal demi hukurrr ("nieteg"). 

Menurut mr. W.LP.A. Molengraat: peJjanjian keJjasama atas perbitungan 

bersama (Conto A Meta) didefinisikan sebagai tindakan-tindakan untuk perbitungan 

bersama atau perbuatan-perbuatan atas perbibmgan bersama (Conto A Meta) yang tidak 

mempunyai akibat hokum terbadap pihak ketiga yang merupakan perjanjian untuk 

4 



melakukan tindakan perdagangan (handelsdaden) alas perhituugan bersama (Djoko 

Soepadmo, 1994 : 60). 

Dalam masyarakat Indonesi~ sejak dahulu kala sebenarnya banyak sekali 

teIjadi semacam keIjasama alas dasar perbitungan untung rugi .wtanggung bersam~ baik 

dalam lapangan pertanian, perdagangan, perikanan &tau kerajinan yang sebagian besar 

antara keluarga sendiri atau ternan dekat, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka 

kerjakan itu hanyalah terutama berlaku antara mereka sendiri dan hubungan antara 

anggotanya tidak akan melibatkan pihak ketiga 

Bentuk kerjasama semacam ini dapat dikategorikan sebagai matsehaap atas 

dasar perbitungan untung rugi antara anggotany~ yang diatur dalam pasal 1618 sampai 

dengan pasal 1652 Kitab Undang-lUldang Hukwn Perdata Yaitu dinyatakan bahwa 

diperkenankan untuk mengadakan kerjasama antara dua orang &tau lebih atas perhitungan 

lUltung rugi dan rugi ditanggung bersama. 

1. METODE PBMBERDAYAAN USAKA KEen. 

Pengertian pemberdayaan dinunuskan oleh Undang-Undang Nomor 9 TahlUl 

1995 tentang Usaha Keeil sebagai upaya yang diIakukan oleh pemerintah, dunia ussha 

dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim us alta, pembinaan dan pengembangan, 

sehiogga usaha keeil mampu memunbuhkan dan memperkuat dirinya meqjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri. Jadi ada empat metode pemberdayaan usaha keeil yaitu : 

penciptaan ikIim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan peqjaminan 

serta kemitraan. 

5 



Kemilraan disini dapat dilalrukan melalui keljasama yang disertai dengan 

pembinaan dan pengembangan, dengan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan, serta dapat saling menunjang dengan 

memperpadukan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak sehingga apa 

yang merupakan kelemahan salah satu pihak dapat ditutup oleh pihak lain. Demikian 

pula sebaliknya Oleh karena itu, kerjasama (kemitraan) tidak diarahkan pada bel as 

kasihan (charity) belaka, karen a hal tersebut tidak akan mempercepat kemandirian usaha 

kecil yang dibina, karena dapat menimbulkan kemanjaan yang tenhmya tidak sejalan 

dengan jiwa, semangat dan periIaku kewirausahaan yang ingin dieiptakan (Sanusi 

Bintang dan Dahlan, 2000 : 55) 

Sebagaimana ditegaskan di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 9 

Tabun 1995 tentang Usaha Keeil yang menyatakan babwa usaba keeil sebagai bagian 

integral dari dunia us aha yang merupakan kegiatan ekonomi ral'Yat mempunyai 

kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 

nssional yang makin seimbang, berdasarkan demokrasi ekonomi.Sistem demokrasi 

ekonomi demikian merupakan amanat pasal33 Undang-undang Dasar 1945. 

Usaha keeil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala keeil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

usaba keeil yang meJiputi : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

6 



2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (sw milyar 

rupiah); 

3. Milik Warga Negara Indonesia; 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

menengah dan usaha besar, dan 

5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau barlan usaha 

yang tidal< berbadan hukwn, tennasuk koperasi. 

3. Perjanjian Kerjasama (Conto a Meta) Atas Perhitungan Bersama Sebagai Salah 

Satu Bentuk Pola Kemitraan 

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa prinsip dari kemitraan diantaranya 

adalah adanya pembinaan dan pengembangan oleh industri menengahlatas terhadap 

pengusaha kecil, motif ekonomi didasarkan atas prinsip saling memerJukan, saling 

memperlruat dan saling menguntungkan, serta tidak mengarab pada timbulnya 

ketergantungan pengusaha .kecil terhadap pengusaha menengah (besar) yang mana 

hal ini berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh 

oleh pengusaha kecil. 

Di dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, 

telah ditentukan pola-pola kemitraan yang meliputi : 
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a. Pola Inti PlaSma; 

Yaitu hubungan kemitraan antara usaha keeil dengan usaha menengah atau besar 

bertindak sebagai inti dan usaha keeil selaku plasma Perusahaan inti 

melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan 
. ., 

tekbnis, sampai dengan pemasaran basil produksi; 

b. Pola mbkon1rak ; 

Yaitu hubungan kemitraan antara us aha kecil dengan usaha menengah &tau usaha 

besar yang didalamnya usaha keeil memproduksi komponen yang diperlukan 

oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya; 

Co Pola Dagang Ummn; 

Yaitu hubungaIl kemitraan antara usaba keeil dengan usaha menengab atau usaba 

besar memasarlcan produksi usaba keeil atau usaha kecil memasok kebutuhab 

yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaba besar; 

d. Pola l\'3J'alaba; 

Yaitu hubWlgan kemitraan yang didalamnya usaha menengah atau usaba besar 

pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dan seluruh 

distribusi perusahaan kepada usaba keeil penerima waralaba dengan disertai 

bantuan bimbingan man~emen; 
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e. Pola Keagenan; 

Yaitu pola kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus lUltuk 

memasarkan barnng dan jasa usaha menengah alan usaha besar mitranya 

f. Bentuk-bentuk lain . 

Penentuao pola kemitraan didalamnya pasal 27 UU No.9 TahlUl 1995 tersebut di 

atas temyata tidak bersi&t limitatif: tetapi bersifat enlUlSiatif Sehingga masih 

dimungkinkan adanya suatu pola kemitraan (kerjasama) atas lainnya untuk 

memberdayakan usaha kecil, tennasuk dalam hal ini adalah pola peIjanjian 

keIjasama atas perhitungan untung rugi bersama (Conto A Meta) ini dapat 

dilakukan antara seorang dengan orang lain, perserorangan dengan badan hukum, 

antara badan huktun dengan badan hukwn, misalkan PT dengan CV. Selain itu 

pezjanjian kerjasama (Conto A Meta) ini dapat dilakukan lUltuk suatu kerjasama 

yang sifatnyajangka pendek maupunjangka paqjang. 

Manfaat yang dapat diperoleh pengusaha kecil melalui pola keIjasama 

(Conto A Meta) ini adalah dalam hal : 

1. Pembiayaan; 

2. Karena pola keIjasama atas perhitungan bresama (conto a meta) ini dapat 

dikategorikan sebagai matschaap &tau dasar perhitungan untung rugi antara 

anggotanya, maka dapat menwnbuhkan "sense of belonging' (rasa memiliki) 
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dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut yang mana hal ini akan 

berdampak positifterhadap proses pembinaan dan pengembangan usaha keeil; 

3. MeIalui pola perhitungan untung rugi bersama, maka akan mengurangi 

kemungkinan terjadinya penguasaanleksploitasi dari pengusaha besar terhadap 

pengusahakeciJ, baikmengenai penentuanjumlah produksi maupun penguasaan 

harga juaJnya, dan keuntlmgan dapat dinilanatildipet;ianjikan bersama 

Sedangkan melaJui pola subkontrak, dapat menyebabkan tingginya tingkat 

keberganfungan pengusaha keei] pada. pengusaha. besar. Sehingga hal ini 

berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh 

pengusaha kecil. (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000 : 59) Sebagai contob, hasil 

peneIitian terhadap industri sepatu, dimana pengusaha besar menguasai at811 
•. "11' 

menentukan jumlah produksi, model yang akan diproduksi dan harga juaJnya, 

sehingga lebih meDgWltungkan pengusaha menengall dan besar. (Sjaifudian dan 

Chotim, 1994 : 4 dan 62) 

4. Bimbingan dan kemampuan tekhnis produksi atau manajemen serta perolehan, 

penguasaan dan peningkatan tekhnologi yang digunakan. MisaJnya: perjaqjian 

kerjasama (conto a meta) pembuatan kompor "raj in aman". 

5. Dapat dieiptakan jaminan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produksi, 

produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status 

usahanya meqjadi usaha menengah. Misalnya : perjaqjian kerjasama (eonto a 

meta) penyaluran/pemasaran banmg-barang ker~inan. 
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Perjanjian kerjasama (conto a meta) dapat juga dipakai sebagai sarana penciptaan iklim 

usaha, terutama dalam hal perintisan pembentukan usaha kecil. Sebab melalui pola 

keJjasama ini para pihak dapat saling menunjang dengan memperpadukan antara kelebihan 

dan kekurangan masing-masing pihak. Apa yang meqjadi kelemahan salah satu pihak dapat 

ditutup oleh pihak lain. 
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BABID 

TUJUAN DAN MANPAAT PENELITIAN 

1. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai pengaturan dan 

pola kemitraan peIjanjian keIjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) 

sebagai salah satu altematif pemberdayaan usaha kecil. 

b. Untuk menambah wawasan,pemahaman serta pengetahuan meogenai klausula-

klausula yang terdapat di dalam peIjanjian kerjasama atas perhitungan bersama. 

(Conto A Meta). 

2. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfitat praktis. Manfaat 

teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan berpikir 

dalam rangka proses pengembangan hokum nasional dan hokum perdata pada khususnya 

Adapun manf8at praktis penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat 

luas dalam nmgka melakukan pemberdayaan dan penciptaan iklim usaha bagi pengusaha 

keeil. \ 
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BABIV 

METODOLOGIPENELnITAN 

1. PENDEKATAN MASALAH 

Penelitian ini adaJah penelitian nonnatif dan pendekatan masalah dilakukan 

dengan eara yuridis nonnatif yaitu suatu pendekataD dengan menelaah peraturan

peraturan hukum yang telah ditetapkan guna membahas pennasalahan yang ada seeara 

deskriptik analitik. 

2. SUMBER BAHAN HUKUM 

Bahan hukwn yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan hulann primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Kitab Undang-undang Hukwn Dagang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Keeil, serta semua perangkat peraturan perundang-undangan lain yang 

menjadi pendukungnya. 

b. Bahan hulrum sekunder terdiri alas buku-buku, artikel, laporan penelitian, hasil-hasil 

seminar. jurnal-jumaJ ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama atas 

perhitungan bersama (Conto A Meta) dan pemberdayaan usaha keeil. 

3. PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM 

Pengmnpulan bahan hukum dilakukan meJaJui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi bahan-bahan hokum primer dan bahan-bahan hulmm selmnder secara bitis. 
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Untuk selanjutnya diklasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan lema yang terumus 

dan tujuan dari penelitian ini. 

4. P.BNGOLABAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM 

Apabila bahan-bahan h~'l1IIl primer mauplDl bahan-bahan h~'l1IIl selmnder 

yang dimaksud telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diperiksa kembali 

kelengkapannya dan konsistensinya saiu sarna lain, kemudian disistematisir sesuai 

dengan permasalahan peneiitian. Selanjubtya, baik bahan hukwn primer mauplm sekunder 

diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi proses 

klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan cara deskriptik analitik. 
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BAB V 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

1. PENGATURAN TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PERHlTUNGAN 

BERSAMA (CONTO A META) 

1.1. Landasan Hukum (Dasar Hukum) Pengaturan Perjanjian Kerjasama Atas 

Permtungao Bersama (Conto a Meta) 

Tentang Conto A :Meta, mr. W.L.P.A. Molengraaf menyatakannya sebagai 

tindakan-tindakan untuk perhitlmgan bersama atau perbuatan-perbuatan alas 

perbitungan bersama (Conto A Meta) yang dulu diatur dalam di dalam pasal 57 dan 

58 WvK (yang telah dihapuskan dengan berdasarkan Stb. Nomor 276 TahlDl1939) 

yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang merupakan 

perjanjian untuk melalndcan tindakan perdagangan (handelsdaden) alas perhitungan 

bersama (Djoko Soepadmo, 1994 : 60) Perjanjian ini dapat mempunyai nama 

seperti haJnya matschaap (perserikatan perdata) dan khusus sebagai matschaap alas 

dasar untong dan rugi. 

Meskipwt pasal 57 dan 58 WvK (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang 

mengatur men$enai perjmtiian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto A Meta) 

telah dihapuskan dengan Stb. Nomor 276 Tahun 1939, bukan berarti bentuk 

kerjasama demikian itu dilarang (tidak mempunyai landasan hukmn). Telah kita 

ketahui bahwa bangsa Indonesia menerapkan WvK (Wetboek van 

Koophandel/Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan Burgerlijk Wetboek (Kitab 

Undang-wtdang Hnkum Perdata) adalah berdasar asas konkordansi. Oleh karena 
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itu, dalam rangka menerapkan kedua ketentuan tersebut kita juga akan 

membandingkan dan mengacu pada praktek yang teljadi di· Negeri Belanda 

Berdasarkan yurisprudensi di Negeri Belanda tanggal 5 April 1927 W. 11808, 

yang menyatakan bahwa tindakan untuk perbinmgan bersama banya mempunyai 

"interne werking" (pengaruh ke dalam) seperti balnya matscbaap, sehingga hanya 

orang yang bertindak yang bertanggung jawab. Apabila yang bertindak bersama, 

mereka semua yang bertanggung jawab untuk bagian yang sarna Jadi, tindakan· 

tindakan itu tidak memberikan hak kepada pibak ketiga untuk melakukan tuntutan

tuntutan kecuali kepada orang yang melakukan hubungan dengan pihak ketiga 

tersebut 

Berlandaskan pada yurisprudensi tersebut dimas, temyata model pelJanJlan 

kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta) yang disebut daJam pasal 57 

dan 58 WvK (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) itu secara prinsipiil senafas 

dengan ketentuan mengenai matschaap yang diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yaitu terutama dalam ketentuan-ketentuan tentang matscbaap (yaitu 

pasal1618 sampai dengan pasal1652 Kitab Undang-unang Hukum Perdata). 

Persamaan diantara kedua pengaturan itu adalah bahwa dalam keduanya 

diperkenankan untuk mengadakan kerjasama antara dua orang atau lebih atas 

perhitungan untung rugi ditanggung bersama. Dan bahwa pembentukan kerjasama 

semacam itu adaIah "vorm vrij" (bebas bentuk), boleh dengan akta notaris atau 

akta di bawah tangan, dan tidak diharuskan ada pendaftaran mengenai aktanya di 

Pengadilan Negeri dan atau pengmnuman di Berita Negara Jadi, dengan 

dihapuskannya pasal 57 dan 58 wvK (KUH Dagang), maka Conto A Meta tidak 
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lagi diatur secara fonnal dalam KUH Dagang, tetapi diatur dalam Kitab Undang

undang Hukum Perdata khususnya tentang matschaap. 

Perjanjian kerjasama alas perhitungan bersama (Conto A Meta) dapat 

dilakukan antara seorang dengan orang lain (perseorangan), antara perserorangan 

dengan badan hukmn, maupun antara badan hokum dengan badan hukum. Juga ada 

yang dimaksudkan untuk kerjasama yang sifatnya dilakukan untuk jangka waktu yang 

pendek. Misalnya: perjanjian kerjasama antara dua orang dalam bidang penyaluran 

barang-barang kercginan tangan. Akan tetapi juga ada yang sifatnya dilakukan untuk 

janglea panjang. (Djoko Soepadmo, 1994 : 70) 

Dengan berakhimya kerjasama atas perhirungan bersama (Conto A Meta), 

maka masing-masing pihak (para pihak) mempunayi hak yang satu terhadap yang 

lainnya berupa nmtutan untuk pemisahan dan pembagian, atau tuntutan suatu 

penyelesaian dari pemberesan atau tuntutan untuk mendapatkan sejumlah uang 

tertentu sebagai sisa dari perhinmgan unrung rugi. Dapat diadakan pemisahan dan 

pembagian kalau sebelumnya telah tercipta kekayaan besama Apabila terjadi 

pemilikan bersama semata-mata atas dasar perhirungan unnmg rugi, hanya dapat 

diadakan tuntutan atas hak dan kew~iban untuk penyelesaian perhitungan untung 

rugLAtau atas dasar tuntutan dari perhitlmgan saldo, yaitu selisih antara debet dan 

kredit. ., 

1.1. Asas Keterbukaan (Untuk Umum) Perjanjian Kerjasama Atas Perbitungan 

Benama (Conto a Meta) 
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Meskipun Conto A Meta bersifat "interne werking", dan tidak diharuskan 

bersifat terbuka karena tidak wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri, nanum 

anggotanya agar diarahkan pada KETERBUKAAN (terang-terangan). Oleh karena 

itu menurut Djoko Soepadmo, dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama (Conto 

A Meta) , notaris seharusnya mengetahui bahwa salah satu pihaknya telah 

mempunyai antara lain : 

1. Kalau bempa firma atau CV atau berbentuk badan bukum atau badan us aha 

Jainnya atau UD perseorangan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri atau 

dimnumkan dalam Berita Negara; 

2. Sudah memptmyai izin perdagangan seperti berdasarkan Keputusan Menteri 

Perdagangan dan Koperasi nomor 428IKplVIl79 tanggal 11 JWli 1979 tentang 

Ketebttuan perizinan di bidang udaha poerdagangan jo No. 53IKplIXl79 

tertanggal 6 September 1979; 

3. Mempunyai tanda daftar perusahaan - berdasarkan Wldang-Wldang nomor 3 

Tahun 1982 teutang Wajib Daftar Perusahaan: 

4. Untuk indusb"i , bukti sural pendaftaran industri dari Departe~en Kehakiman; 

S. Untuk pabrik dan atau bengkel, izin berdasarkan Undang-undang Gangguan atau 

HO; 

6. Setidak-tidaknya NPWP dari fiscus. 
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Jadi dalam hal ini notaris harus melihat dengan seksama apakah salah sam pihak 

sudah bersifat terbuka dalam arti semua persyaratan perizinan telah dipenuhi, yang 

kesemuanya harus dituangkan selengkap-Iengkapnya dalam komparisi aida, sehingga 

dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap yang berwajib (tennasuk pembayaran pajak) 

dapat dipastikan telah ada. Kalau para pihak dalam Conto A Meta sudah mempWlyai 

salah satu syarat atau sarana tersebut, maka meskipWl Conto A Meta-nya sendiri tidak 

terdaftar, akan tetapi setidak-tidaknya satu atau lebih para pihaknya sudah terdaftar di 

salah satu instansi pemerintah. Apalagi kalau-kalau salah satu pihaknya berupa badan 

hukum yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri sudah diumwnkan di Berita Negara. 

MeskipWl badan usahanya sendiri yang berbentuk Conto a Meta itu tidak terdaftar pada. 

salah satu instansi, akan tetapi anggotanya sudah terdaftar di salah satu instansi tersebut 

diatas., maka sifat keterbukaan sudah dipenuhi. (Djoko Soepadmo, 1994 : 69). 

1. KLAUSULA-KLAUSULA YANG TBRDAPAT DALAM PBRJANJIAN 

KERJASAMA ATAS PERBITUNGAN BERSAMA (CONTO A META) 

Pada dasamya, isi perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a 

meta) memuat klausula sebagai berikut : 

a. Pihak.-pihak dalam perjanjian (parties); 

Dalam bagian ini diawali dengan subyek-subyek dan kedudukan hukwn para pihak 

yang terlibat dalam perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta). 

Subyek-subyek haruslah dijelaskan secara rinei, jelas dan lengkap dalam komparisi 
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akta, karena mereka ~ meqjadi pendukung hak dan kew~iban dalam perj anj ian. 

dalam hal ini juga harns diteliti apakah salah satu pihak sudah bersifat "terbuka" 

dalam arti semua persyaratan perizinan lelah dipenuhi, dengan itu dasar Wltuk 

memenuhi kewajiban terhadap yang berw~ib dapat dipastikan telah ada MisaInya : 

untuk membayar pajak melalui usahanya yang telah mendapat izin tadi, sedangkan 

penghasilan dari conto a meta dapat dimasukkan dalam pembukuan usahanya yang 

lelah mendapat izin-izin tadi. 

b. PeDeDtuao mulai berlakuoya dao jaogka waktu berlakuoya perjaojiao kerjasama 

atas perhiumgan benama (Conto A Meta); 

Dalam hal ini jika tidak ditentukan mulai herlakuny~ maka dianggap dimulai sejak 

adanya persetujuan (pasal 1624 Kitab Undang-undang Hulmm Perdata), sedangkan 

berakhimya ditentukan dalam pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Plerd~ atau 

dapat pula diperjanjian sendiri oleh para pihak. 

c. Perinciao pemalukao modal dan/atau keahlian (skill) maupuo tempat Blaha oleh 

masing-masing pihak; 

Hal ini tetah ditegaskan di dalam pasal1619 ayat (2) KUH Perdatayang menyatakan : 

"Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun 

ker~ inannya ke dalam persekutuan itu." 

d. Penentuan hak dan kewajiban para pihak. dalam pengurusan; 

Sesuai dengan pasal 1636 sampai dengan pasal 1638 KUH Perdata, para pihak 

diperkenankan mengatur sendiri tentang hal pengurusan conto a meta Pada prinsipnya, 
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hak-hak dan kew~iban pengurus terbatas pada hak pengurusan saja (daden van 

beheer). Dalam hal ada yang bersifat «daden van eigendom" dan "daden van 

beschikking" harns ada persetujuan dan seluruh pihak-pihak dalam Conto A Meta 

e. Penentuan caN pembukuan dan eara pembagian keuntungan 

Cara pembagian keuntungan diserahkan pada para pihak bagaimana mengatumya 

Hanya s~a undang-lmdang mengadakan 2 (dua) pembatasan yaitu : 

1. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan 

pengaturan tentang besamya bagian masing-masing kepada salah seorang dari 

mereka atan pada pihak ketiga (pasal1634 KUH Perdata); 

2. Janji dengan mana kepada salah seorang diberikan semua keunflmgan; 

3. Hal-hal tersebut yang dilarang kalan diperjanjikan dianggap batal. 

f. Klausula bahwa segala kerugian akibat keteIedoran atau kekurangbati-batian 

salah satu poihak akan menjadi tanggungan pihak yang bersangiwtan. 

g. Penentuan tentang berakbirnya perjanjian kerjasama atas perbitungan benama 

(conto a meta); 

Dalam hal ini bisa dirumuskan suatu "verblijvingsbeding' dalam akta. yaitu beding 

atau jmiji bahwa keadaan kekayaan Conto a Meta boleh tetap dalam keadaan semula, 

tidak terpecah-pecah. Misalnya : Perjanjian kerjasama ini tidak akan menjadi batal 

atau berhenti karena meninggalnya salah satu pihak. akan tetapi diteruskan oleh ahli 

wansnya 
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h. Penentuan harta k.ekayaan Conto A Meta bilamana dibubarkan 

MisaJ : Apabila kerjasama ini dibubarkan,maka likuidasi dilakllkan bersama dan 

segaJa sesuatu dikembalikan kepada asal mulanya 

I. Yurisdiksi (Jurisdiction); 

Yurisdiksi merupakan pilihan tempat bersengketa, yang ditentukan oleh para pihak 

daJam slIatu perjanjian.Biasanya dalam hal ini dicantumkan klalislIl : "Tentang hal ini 

dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan 

tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di SlIrabaya" NamlUl tidak menlltup 

kemungkinan untuk diupayakan penyelesaian secaramusyawarah mufakat. 
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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pOOa pembahasan dalam Bah V, beberapa kesimpulan yang 

dapat dikemukakan adalab : 

1. Perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto a Meta) pada dasamya 

dikategorikan sebagai matschaap alas dasar perhitungan untong rugi antara para 

pibaknya sebagaimana diatur dalam pasal 1652 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata). 

2. Meskipun perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (Conto a Meta) tidak 

menghasuskan adanya unsu!" keterbukaan (untuk umum), tetapi para pihaknya agar 

diarahkan ke arab keterbukaan sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap 

yang berw~ib < miksalnya : membayar pajak. 

3. Perjanjian kerjasama atas perhinmgan bersama (conto a meta) dapat dikategorikan 

sebagai salah satu bentuk pola kemitraan sebagaimana tertuang di daIam pasal 27 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. 
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4. Umuinnya, perjanjian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta) memuat 

klausul-klausul sebagai berikut : 

a) Pihak-pihak dalam perjanjian (parties);b. Penentuan mulai berlakunya dan jangka 

waktu berlakunya perja nj ian kerjasama atas perhitungan bersama (conto a meta); 

b) Perincian pemasukan modal oleh masing-masing poihak (parties); 

c) Penentuan hak dan kewaj iban para pihak dan pengurusan; 

d) Penentuan cara pembukuan dan cara pembagian keuntungan; 

e) Klausula bahwa segal a kerugian akibat keteledoranlkekuJ"anghati-hatian salah satu 

pihak menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan; 

f) Penentuan tentang berakhimya jperjanjian ketjasama atas perhitungan bersama 

(conto a meta); 

g) Penentuan harta kekayaan conto a meta bilamana dibubarkan; 

h) Yurisdiksi (Jurisdiction) yaitu pilihan tempat bersengketa yang ditentukan oleh 

para pihak dengan tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara musyawarah 

mufakat. 
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2. SARAN 

Mengingat perjanjian kerjasama alas perhitungan bersama (Conto A Meta) tidak 

banyak dimuat dalam berbagai kepustakaan hukwndi Indonesi~ maka pennasalahan ini 

perlu dikaji lagi secara lebih mendalam guna memperkaya altematifupaya-upaya dalam 

rangka pemberdayaan usaba keeil sebagai salah ~atu sendi perekonomian nasional. 

Meskipun conto a meta memang tidak diharuskan bersifat terbuk~ tetapi bagi 

para praktisi hukum (khususnya. notaris) dalam membuat akta conto a meta harns melihat 

dengan seksama apakah salah safu pihaknya sudah bersifat terbuka dalam arti seroua 

persyaratan perizinan telah dipenuhi. Mengingat dengan dasar itulah pemenuihan 

kewajiban terhadap yang belWajib dapat dipastikan "telah ada (misalnya : pembayaran 

pajak). 
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